
 

 
 

BUPATI PURWAKARTA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
 

NOMOR 10 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial, maka perlu dibentuk Tim 
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten 

Purwakarta Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati; 

  b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
memberikan honorarium yang besarannya diatur 

dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten  Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 



  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4168); 

  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4168); 

  6. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  9. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  



Nomor 5679); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang 

Badan Intelijen Negara; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Komunitas Intelijen Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun  2006 
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2005 Nomor 3); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2013      Nomor 11); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 



Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2013 Nomor 8); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016; 

  24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM 

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 
 

 
Pasal 1 

 
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten 
Purwakarta, yang selanjutnya disebut Tim, adalah tim yang 

dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas 
pokok : 

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, 
mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi 

atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai 
potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun 
terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional di 

daerah; 

b. melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan 

masalah dan perkembangan masalah dan perubahan 
kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat 

mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan 
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat 
(KAMTIBMAS); 

c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga 
apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara 

profesional dan proposional. 
 

Pasal 2 
 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka kepada 

personalia Tim diberikan honorarium yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan Daerah. 
 

Pasal 3 
 

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setiap bulan dengan besaran nilai tertinggi, sebagai berikut 
(dalam rupiah/bulan) :  

 



I.  PEMBINA : 1.000.000,- 

II.  PENASEHAT : 1.000.000,- 

III.  KETUA : 700.000,- 

IV.  SEKRETARIS : 600.000,- 

V.  ANGGOTA : 500.000,- 

VI.  ANGGOTA LAPANGAN : 500.000,- 

VII.  PELAKSANA LAPANGAN : 450.000,- 
 

Pasal 4 
 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta 
Tahun Anggaran 2016. 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 

 
 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal   

 

BUPATI  PURWAKARTA, 
 

 
 

 
DEDI  MULYADI 

 

 
Diundangkan dipurwakarta  

pada tanggal  
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA, 

 

 
 

 
Drs .H. PADIL KARSOMA, M.Si. 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 00 

 
 


